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BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR …. TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor …);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

12. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 
Pasal 3
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.010.265.010.975,00 (tiga triliun sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp666.900.649.967,00 (enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.877.042.225,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.703.352.429,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.236.555.322,00  (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.083.700.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.877.042.225,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
(1) Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
(2) Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
(3) Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuant direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah);
(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp 117.871.218.978,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua rtaus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
(8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp 45.053.906.610,00 (empat puluh lima miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
(9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp25.249.791.637,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
Pasal 6
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp313.703.352.429,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
(1) Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp307.264.379.912,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
(2) Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp1.231.340.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
(3) Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp5.207.632.017,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh belas rupiah);
Pasal 7
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.236.555.322,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp13.236.555.322,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
Pasal 8
Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp 7.083.700.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 444.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus juta rupiah);
(3) Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
(4) Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
(8) Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Pasal 9
Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 5.207.632.017,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp4.418.032.017,00 (empat miliar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu tuuh belas rupiah); dan 
b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp789.600.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
Pasal 10
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.236.555.322,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp13.236.555.322,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dan
b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 11
(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.364.360.999,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.222.865.423.635,00 (dua triliun dua ratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas;
a) Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.934.797.279.635,00 (satu triliun Sembilan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
b) Dana Desa direncanakan sebesar Rp273.359.772.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

c) Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp14.708.372.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Pasal 13
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.498.937.364,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 120.498.937.364,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
Pasal 14
Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Pasal 15
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.005.765.010.975,00 (tiga triliun lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.
Pasal 16
(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.307.909.544.469,00 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus empat pupuh empat ribu empat ratus tenam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial. 
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.314.103.467.213,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar serratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah). 
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 934.827.408.256,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.235.169.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.343.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 17
Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.314.103.467.213,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar seratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp792.539.678.812,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp231.076.259.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp35.822.283.117,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua seratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.493.959.828,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp1.858.966.456,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
Pasal 18
Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 934.827.408.256,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp131.597.313.947,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp230.116.532.390,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp22.688.200.261,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp123.795.178.200,00 (sartaus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta serratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp9.183.558.650,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp131.899.020.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 285.547.604.808,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 19
Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pasal 20
Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.235.169.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar                Rp123.000.000,00 (serratus dua puluh tiga miliar rupiah);
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp13.595.319.000,00 (tiga belas miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 41.516.850.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
Pasal 21
Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.343.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah); dan
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp2.308.500.000,00  (dua miliar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 22
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 245.823.703.379,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp7.697.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp49.543.710.821,00 (empat puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp123.491.805.708,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus delapan rupiah);
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp61.050.081.850,00 (enam puluh satu miliar lima puluh juta delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 54.105.000,00 (lima puluh empat juta seratus lima ribu rupiah); dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp3.987.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
Pasal 23
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp18.239.646.127,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu serratus dua puluh tujuh rupiah).
Pasal 24
Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp433.792.117.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp34.838.866.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ibu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp398.953.251.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Pasal 25
Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp34.838.866.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ibu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp33.287.705.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah); dan
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp1.551.161.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
Pasal 26
Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp398.953.251.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
Pasal 27
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 28
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah
Pasal 29
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD).
Pasal 30
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, terdiri dari:

	a.
	Lampiran I
	:
	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

	b.
	Lampiran II
	:
	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

	c.
	Lampiran III
	:
	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Dan Hibah Berupa Barang/Jasa Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

	d.
	Lampiran IV
	:
	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

	e.
	Lampiran V
	:
	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan

	f.
	Lampiran VI
	:
	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa.


Pasal 31
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan   kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal ……………2024
Pj. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR …
